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PERATURAN BUPATI SRAGEN 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN   BUPATI   SRAGEN   NOMOR   58   TAHUN   2017 

TENTANG   PENETAPANBESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN 

TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SRAGEN, 
 

Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah 

Kabupaten Sragen tahun Anggaran 2019, maka Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses 
Pimpinan dan Anggota Serta Dana Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen perlu 

diubah dan disesuaikan; 
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 
2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Serta 
Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan 

 
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang 
Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5104); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); 
 

Menetapkan : PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN   BUPATI   SRAGEN   NOMOR   

58 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN 
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN 

ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

   

Pasal 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 

2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif 
dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Serta Dana 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten SragenTahun 2017 
Nomor 58) diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

   
Pasal 3 

 
 
 

 Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sragen masuk 
dalam kategori tinggi. 

 
  2.   Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
   

Pasal 4 
  (1) Besaran TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagai berikut 7 x Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu 
rupiah)= Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu 
rupiah). 

(2) Besaran tunjangan reses 7 x Rp2.100.000,- (dua juta 
seratus ribu rupiah) = Rp14.700.000,- (empat belas juta 

tujuh ratus ribu rupiah). 
(3) Besaran DO diberikan sebagai berikut: 
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a. Ketua DPRD 6 x Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu 

rupiah) = Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus 
ribu rupiah);dan 

b. Wakil ketua DPRD masing-masing 4 x Rp1.680.000 
(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp 
6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu 

rupiah). 
   

Pasal II 
 

 

 
 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sragen. 
 

 
Ditetapkan di Sragen 
pada tanggal 8-1-2019 

 
BUPATI  SRAGEN, 

 
ttd dan cap 

 

 
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

 

Diundangkan di Sragen 
pada tanggal 8-1-2019 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 
 

ttd dan cap 
 

 
TATAG PRABAWANTO B. 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 8  
 
 

 
                  

                 Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n Sekretaris Daerah  

Asisten Pemerintahan dan kesra 
u.b 

Kepala Bagian Hukum 
Setda. Kabupaten Sragen 

                    
Muh Yulianto, S.H., M.Si 

Pembina Tk I 

               NIP. 19670725 199503 1 002 


